BUPATI SUMBA TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA TIMUR,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tenfang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, sehingga dengan telah berakhirnya Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Sumba Timur Tahun Anggaran 2018, maka Bupati perlu mengajukan laporan keuangan yang telah diperiksa
oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 20 18;L



Mengingat :

ul

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur
Tahun Anggaran 2018;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat [ Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438),

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negarg Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);



10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Vepubhl (ndoneszs
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia Normor 5587) wchapairnana telzh
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Zeduz Atan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenlang Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Pepublide [ndoncsis
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Normor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keusngan Pimpinan dzn
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2004 lomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), scbagaimana telah diubah beberaps kali teraznir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraliuran Pernerintzh
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggots Dewan Perwsbilzn
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembarzn Negzrz
Republik Indonesia Nomor 47 12);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Kcuangan Badan Layanan Umurm (lembarzn
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiz Neornor
4502);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesiz
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indornesiz
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah (Lembarzn Negarz Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

n

(¢

16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200
Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penvusunan dan Pencrapan Standezr Pelzvznzn
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Repablik
Indonesia Nomor 4585);



18.

19,

20.

N
—

24.

25.

26.

Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Noraor 25, Tambzhan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentzng Pembsgian Urusan Pemerintizhan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Dacrah Provinsi dan  Pemerintzhan  Dacrah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemcrintzh Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

.Peraturan  Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinazn dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nornor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

scbagaimana tclah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

Peraturan Daecrah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Timur (Lembaran Daera.hL



Kabupaten Sumba Timur Tahun 2005 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor

27.

28.

29.

30.

31.

32.

111), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah kabupaten Sumba Timur
Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1
Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Sumba Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2007 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 151);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi

Kewenangan Kabupaten Sumba Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2008 Nomor 151,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 161);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sumba Timur Nomor 181);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sumba Timur Tahun 2010 Nomor 209, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur
Nomor 198);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 16 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2010 Nomor 210, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sumba Timur Nomor 199);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun
2017 Nomor 58 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 718);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur
Tahun 2018 Nomor 30 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 752);



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR
dan
BUPATI SUMBA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:  PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalarn Persturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

I.

N

N AW
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Dzerah adalah Kabupaten Sumba Timur

Pemerintsh Dacrah adalah Pernerintah Kabupaten Sumba Timur

Bupati adalah Bupati Sumba Timur

Sekretaris Dacrah yang sclanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Timur

Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dacrah Kabupaten Sumba Timur.

Pendapatan Dacrah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

Belanja Dacrah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Surplus Anggaran Dacrah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.

Defisit Anggaran Dacrah adalah sclisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.

. Pembiayaan Dacrah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima

kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.l/



Sisa Lebih Perhitungan Angparan youg selanjutnya disinglkat SiLPA adalah selisib lebih realisasi penerimaan dan
pengeluaran angparan selama satu periode anggaran,

BAB 11
RUANG LINGKUP

Pasal 2
(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keunangan memuat :
a. laporan realisasi anggaran;
laporan perubahan saldo anggaran lebih;
¢. laporan operasional;
d. laporan perubahan ckuitas;
¢. neraca;
f. laporan arus kas; dan
g. catatan atas laporan kecuangan,
(2) Laporan keuangan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan
Badan Usaha Milik Dacrah/Perusahaan Daerah.

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sebagai berikut :
a. pendapatan Rp. 1.087.356.615.021,35
b. belanja dan Transfer Rp. 1.137.758.246.152,50
c. surplus/defisit - (Rp. - 50.401.631.131,19)
d. pembiayaan

1. Penerimaan Rp. 80.025.756.891,11

2. Pengeluaran Rp. 0,00

pembiayaan neto Rp. 80.025.756.891,1 1L



Pasal 4
Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :

a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp. 43.762.420.817,18) dengan rincian sebagai berikut :

1. anggaran pendapatan setelah perubahan Rp.1.131.119.035.838,53
2. realisasi Rp.1.087.356.615.021,35
selisih lebih/(kurang) (Rp. 43.762.420.817,18)
b. selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah (Rp. 71.455.474.226,14) dengan rincian sebagai berikut :
1. anggaran belanja dan transfer setelah perubahan Rp.1.209.213.720.378,64
2. realisasi Rp.1.137.758.246.152,50
selisih lebih/(kurang) (Rp. 71.455.474.226,14)
c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlahRp. 27.693.053.408,96 dengan rincian sebagai berikut :
1. anggaran Surplus/defisit setelah perubahan (Rp. 78.094.684.540,11)
2. realisasi Surplus/defisit setelah perubahan (Rp. 50.401.631.131,15)
selisih lebih / (kurang) Rp. 27.693.053.408,96
d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejurnlah Rp. 1.931.072.351,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 78.094.684.540,11
2. realisasi Rp. 80.025.756.891,11
selisih lebih/ (kurang) Rp. 1.931.072.351,00
e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 0,00
2. realisasi ' . Rp. . 0,00
selisih lebih/(kurang) Rp 0,00
f.  selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp. 1.931.072.351,00 dengan rincian sebagat berikut :
1. anggaran pembiayaan neto setelah perubahan Rp.78.094.684.540,11
1. realisasi - Rp.80.025.756.891,1})

selisih lebih/(kurang) Rp. 1.931_0'72.351,0(1, =



Pasal 5

sebagai berikat ¢

a.  saldo anggaran lebih awal Rp. 76.654.248.933,11
b, penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan Rp. 79.942.435.405,11
¢.  sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) Rp. 29.624.125.759,96
d.  koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya Rp. 0,00
¢. lain-lain Rp. 3.288.186.472,00

f. saldo anggaran lebih akhir(a-btct+d+e) Rp. 29 .624.125.759,96
Pasal 6
Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf ¢ per 31 Desember tahun 2018 sebagai berikut :

pendapatan Rp. 974.799.433.527,35
beban Rp. 903.835.490.607,90

surplus/Defisit dari Kegiatan operasi(a-b) Rp. 70.963.942.919,45

g o

o o

surplus/Defisit dari Kegiatan Non operasional Rp. 9.098.618.989,10
surplus/Defisit sebelum pos Luar Biasa(ctd) Rp. 80.062.561.908,55

-0

jumlah Pos Luar Biasa Rp. 0.00

g. surplus/defisit laporan operasional(e+() Rp. 80.062.561.908,55

Pasal 7

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d per 31 Desember tahun 2018 sebagai berikut

a. ekuitas awal Rp. 2‘243.436.018.691,6-0

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayal (1) huruf b per 31 Desember tahun 2018
b. surplus/defisit laporan operasional Rp. 80.062.561.908,5



C.

d. ekuitas akhir (a+btc)

Neraca sebagaimana dimalksud dalamPasal 2 ayat (1)hurul e per 31D

a. jumlah aset R

\P.
b. jumlah kewajiban Rp.
c. jumlah ekuitas
d. jumlah kewajiban dan ekuitas (btc) Rp.

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

arus kas bersih dari aktivilas operasi
arus kas bersih dari aktivitas investasi
arus kas bersih dari aktlivitas pendanaan
arus kas bersih dari aktivitas transitoris
kenaikan/penurunan kas (a+b+c+d)
saldo awal kas BUD

saldo akhir kas di BUD (c+1)

kas di bendahara pengeluaran

@ oo a0 TP

kas di bendahara penerimaan
saldo akhir kas di BLUD
k. saldo akhir kas di FKTP _
saldo akhir di Dikdkas Negeri (BOS APBN)
m. saldo akhir kas (g+h+i+j+k)

—.

Rp.

dampak kumulatif perubahan kebijokan /kesnlnhan mendatm

Pasal 8

(Rp,  279.291.613.797,01)

)

Kp. ',’,,()’]’I.'),()().‘J(;().”,“-"n,1 |

cacember tahun 20 18 sebagai berikut

2.058.984.668.506,01

14.777.701.702,50

‘42,(),{](1.2()(:_.()(:_()‘}!().'1, 11

2.058,984.668.505,01

Pasal 9

(1) hurul f per

31 Desember tahun 2018 schagai berikut:

Rp. 195.826.753.071,35
(Rp. 246.228.381.202,50)

Rp. 83.321.186,00

Rp.  8.203.072.247,00

(Rp  42.024.337.398,15)

Rp.  63.529.148.878,11

Rp.  21.504.811.479,96

Rp. 142.492.405,00

Rp. 741.889.592,00

Rp. 1.731.191.914,00

Rp. 2.748.817.117,00

} Rp. 3.496.812.844,0

Rp.

30.366.015.351,96



Pasal 10

C . .
atatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g tahun anggaran 2018 memuat informasi

bai itati itati
k secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran | sampai dengan

lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PeraturanDaerah ini, yang terdiri dari :

a. Lampiran ] : Laporan realisasi anggaran;

1. Lampiranl.1: Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;

2. Lampiran 1.2: Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan,

belanja dan pembiayaan;
3. Lampiran 1.3: Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,
program dan kegiatan;

4. Lampiran [.4: Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan

pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara,
Lampiran 1.5: Daftar piutang daerah;
Lampiran [.6: Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
Lampiran 1.7: Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah,;

Lampiran [.8: Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;

© @ N oo W

Lampiran [.9: Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam

tahun anggaran berikutnya;
10. Lampiran I.10: Daftar dana cadangan daerah; dan

11. Lampiran I.11: Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah,|




b

b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.
c. Lampiran Il : Laporan Operasional.

d. LampiranIV : Laporan Perubahan Ekuitas

e. LampiranV : Neraca

f. Lampira.n VI  :Laporan arus kas; dan

g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan.
Pasal 12

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII
dan lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :
a. Laporan kinerja tercantum; dan

b.  Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Dacrah/Perusahaan Daerah
Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut tentang Penjabaraﬁ Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2018 diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Bupaﬁi



BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
s oz -n nnya dalam
Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dzerah ini dengan penempatannyz d

Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur.

Ditapkan di Waingapu

pedatznggel 83 Aéns-‘h:i@j
B~
7 =T SUMBA TIMUR,
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\‘LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 3/
NOMOR PEGISTRAS] PERATURAN DAFRAH KABUPATEN SUMBA TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR : 02;/16[3




PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATER SUMBA TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2018

UMUM
Bahwa dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tzahun 2014 tentang Pemerintahan Daergh.vsebaga;ma{la telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor © Tzhun 20135 tentang Perubzhan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tzhun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberi kewenangan yang luas, nyata dan
bertanggungjawab untuk memberdayakan masyarakat serta meningkatkan penyvelenggarzan psmerintzharn, pergbang\ln&:l
dan pelayanan kemasyarakatan, dan dengan berakhirnya Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belan_}a’_Dae_;an
Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2018, maka Bupatiperlu mengajukan laporan keuangan yang Lelah_ diperiksa
oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagai Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendzpatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2018.

Untuk menindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Dae.—‘.b dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ientang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka
sangat perlu melakukan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba
Timur Tahun ‘Anggaran 2018 yang disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas
Pasal 2

Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jclasL



Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas
Pasal 6

Cukup jelas
Pasal 7

Cukup jelas
Pasal 8

Cukup jelas
Pasal 9

Cukup jelas
Pasal 10

Cukup jelas
Pasal 11

Cukup jelas
Pasal 12

Cukup jelas
Pasal 13

Cukup jelas
Pasal 14

Cukup jelas

\JTAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR ?%



